KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MEUTYA VIADA HAFID
2. Jabatan : MENTERI
3. NHK : 116912
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 47.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/435 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , Rp. 4.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/46 m2 di KAB / KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

3. Tanah Seluas 347 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

4. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 904 m2/1.500 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

9. Tanah Seluas 7.752 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 375.000.000
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1. MOTOR, TOYOTA YAMAHA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

2.  MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.031.659.857
F. HARTA LAINNYA Rp. -==
Sub Total Rp. 50.692.159.857
. HUTANG Rp. 7.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 43.492.159.857
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANGGA RAKA PRABOWO
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 986601
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.470.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/84 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

3. Tanah Seluas 1.411 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

6. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

7. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

9. Tanah Seluas 687 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

10. Tanah Seluas 58 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/29 m2 di KAB / KOTA
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BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/107 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

13. Tanah Seluas 586 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000.000

14. Tanah Seluas 1.357 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.810.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
290.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

3. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. - |

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.122.580.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.451.684.392

F. HARTA LAINNYA Rp. 9.951.904.444

Sub Total Rp. 34.806.168.836

. HUTANG Rp. PR

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 34.806.168.836
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOLLY PRABAWATY
2. Jabatan : STAF AHLI
3. NHK . 783725
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, SUZUKI 1K1FS (4X2) AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 291.703.524
Sub Total Rp. 1.692.203.524
. HUTANG Rp. -=--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 1.692.203.524
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : Mochamad Hadiyana
2. Jabatan . STAF AHLI
3. NHK 1 422240
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.771.560.000
3. Tanah Seluas 141 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, Rp.
91.428.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 127.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.400.000
6. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 530.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 12 E CVT CKD Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
3. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

189.000.000

3.371.288.000

494.000.000

3.180.926.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. 166.317.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.898.784

F. HARTA LAINNYA Rp. 125.000.000

Sub Total Rp. 7.419.429.784

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.419.429.784
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WAYAN TONI SUPRIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 143263
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
2. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 959.000.000
3. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 894.000.000
4. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.240.000.000
5.  Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000
7.  Tanah Seluas 9.606 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

MOBIL, DAIHATSU HILINE JEEP Tahun 1991, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 67.000.000

6.741.000.000

157.000.000
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2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

3. MOTOR, KAWASAKI SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 434.923.469
D. SURAT BERHARGA Rp. 5.987.942.299
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.007.191.198
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.066.859.172
Sub Total Rp. 16.394.916.138
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 16.394.916.138
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN RUANG DIGITAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ALEXANDER SABAR
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 914118
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.533.859.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/63 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 883.859.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/148 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 947.100.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3C AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
8.700.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 563.400.000

3.  MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 368.640.106

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 5.004.599.106

. HUTANG Rp. =

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.004.599.106
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : EDWIN HIDAYAT ABDULLAH
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 12945
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 48.095.297.400

1. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/245 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , Rp. 4.318.712.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 179.258.400

3. Tanah Seluas 2.220 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 1.637.370.000

4. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 94.500.000

5.  Bangunan Seluas 6 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000

6. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN
, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/165 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 382.383.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/284 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.064.052.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 734 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 14.101.882.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 1.280 m2/500 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 23.024.640.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.366.600.000
1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
15.600.000
2.  MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
813.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

538.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 895.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 20.241.628.141
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.610.382.274
F. HARTA LAINNYA Rp. 3.749.830.628
Sub Total Rp. 87.959.138.443
. HUTANG Rp. 4.774.528.504
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 83.184.609.939
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN
UNIT KERJA
DIGITAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BONIFASIUS WAHYU PUDJIANTO
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 650618
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.922.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 1.142 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 37.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, Rp. 960.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 363.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.232.539.781
F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000.000
Sub Total Rp. 6.117.539.781
. HUTANG Rp. 284.440.000
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 5.833.099.781
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIEF TRI HARDIYANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK . 56422
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.056.570.000

1. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 80.109.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 24.640.000

3. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 372.556.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/138 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

6. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 24.240.000

7. Tanah Seluas 687 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 75.648.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 175.222.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.345.930.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA
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JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/290 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.623.225.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.050.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

157.050.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 335.565.312
D. SURAT BERHARGA Rp. 4.400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 991.297.879
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 13.940.483.191
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 13.940.483.191
Catatan:

i*

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FADHILAH MATHAR
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 411946
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/214 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.720.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 427.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 355.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 20.584.036

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 522.074.572

F. HARTA LAINNYA Rp. 113.096.774

Sub Total Rp. 3.850.255.382

. HUTANG Rp. 62.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.788.255.382
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NEZAR PATRIA
2. Jabatan : WAKIL MENTERI
3. NHK : 781331
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 363 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

4.620.000.000

160.000.000

10.929.600.000
3.755.563.789

19.465.163.789

19.465.163.789

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
UNIT KERJA
INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan . DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 151279
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 30.282.786.000

1. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL
SENDIRI Rp. 796.416.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 673 m2/345 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 6.004.605.000

3. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 215.565.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/308 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.939.600.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 958.750.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/303 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.419.120.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/179 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.948.730.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 671.750.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
50.600.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
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HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 2.850.000

4. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 59.800.000

5. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
96.600.000

6. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

460.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.499.050.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 5.677.328.568
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.993.230.704
F. HARTA LAINNYA Rp. --==
Sub Total Rp. 68.124.145.272
lll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 68.124.145.272
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIRA TAYYIBA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK . 415747
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 958.210.000

1. Tanah Seluas 618 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI ,
Rp. 958.210.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.438.244.254

F. HARTA LAINNYA Rp. =5t

Sub Total Rp. 5.447.554.254

. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.447.554.254
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FIFI ALEYDA YAHYA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 1000141
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 45.095.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 5.300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000.000

3. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, Rp. 12.150.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , Rp. 19.145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 535.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.000.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.559.426.550

F. HARTA LAINNYA Rp. 2
Sub Total Rp. 50.639.426.550

. HUTANG Rp. 553.663.218
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 50.085.763.332

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama . CAHYANING NURATIH WIDOWATI
2. Jabatan : STAF AHLI
3. NHK . 266870
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT JEEP Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.200.000.000

947.000.000

22.500.000

170.000.000

2.339.500.000

2.339.500.000

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WIJAYA KUSUMAWARDHANA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
3. NHK . 250838
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.770.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 511.000.000

3.281.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 68.900.000
1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2006,
HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 1.950.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 419.520.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 187.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.956.920.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.956.920.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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